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Kuasa Peagguaa Anggaran Bidaag pembinaa- sekolah Dasar
Tahun Auggaraa 20lg
Jl. H. Agus Satr- - Painan

ak untuk dan atas narna Pemerintah Republik Indonesia cq. pemerintah Kabupaten pesisirberdasarkan surat xeputusan Bupati Pesisir selatan Nomor : 9oo / 43 /Kpts/Bpr-ps/20 1 928 Januari 2O19 selanjutnya aiseUui pifrak pertama.

: DARMAINA, S.pd.SD

: Xepala Sekolah SDIII OS XOTO IIIII MUDIX
: Ranah pesisir

dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan:821"2/671/BKD-2}16 Tanggal 20 Desember 2o16 yang setanjutnya disebut pihal< Kedua.

ini menyatal<an telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalarn suatu perjanjian

f:T:.*T":iI1:::" (DAK).Bidang Pendidikan rinunanssa'zrn 20te dengan ketentuan-dan syarat-syarat seperti dalam pasa.l_pasaf di bawah ini :



Nomor

Tanggdl

fukerjaan

54/ V/ SARPRASDAK.SD/ SVW DPK-PS/ 2O1g
20 MEI2019
Reltabilitasi Ruang Gunr SDiV O5 KOTO WE MUDIK

- Peraturan presiden RI Nomor 16 Tahun 201g tentang pelaksanaan pengadaanI' barang/jasapemerintah,

2. Peraturan presiden Repubrik Indonesia Nomor 141 Tahun 201g tanggal3lDesember 2o18 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahu n zolgmenentukan bahwa kegiatan peningkatan prasa-rana pendidikan dilakukan oiehPanitia Pembangunan sekolah secara swakelolayang ditetapkan oleh Keparasekolah penerima alokasi DAK sebagai bagran i"i.drr *r-i:.-."^i.Jl" sekolah,

Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor2019 tanggal 18 Jalllll 2o19 Tentang petunjuk operasionat penggunaan
Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidirln Tahun Anggaran 2org.

3. I Tahun
Dana

4. DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pesisirselatan TahunAnggaran 20lg,

iuenyatakan telah setu;l.r dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatll perjanjian
Dala Alokasi Khusus (DAI9 Bidang Penclidikan rahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-dan syarat-syarat seperti dalam pasat_pasat di bawah ini :

. Pasal 1

TUJUAN PERJAI{JIAN
Kerja adalah untuk meiaksanakan pekerjaan di bawah ini :

Rehabilitast Ruang Guru SDN OS NOTO VIII MUDIK
Xecamata- R.-ah pesisir

k Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan
& Gambar serta bertanggungiawaU pe"ut

tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam
terhadap penggunaan dana yang dit.rima.

Pasal 2
SUMBER DANA

dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Tahun Anggaran

Prsal 3
NILAI PEKERJAAII

nilai pekerjaan tersebut daram perjanjian ini adalah sebesar Rp. 6o.ooo.ooo,oo

il:}iJl;l 
Rupiah )vanq dibebankan pada DpA sKpD No. 1.o1.1.o1.0i.o1.o1.16.i00 tanggal



Rehabififa.sr Guru SDN OS KOTOWU MUDIK

Pasal 4
PRII{SIP PEIIERJAAIS

dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

dikedakan dengan mekanisme swakelola,
asas transparansi dan akuntabilitas,

aan partisipasi masya-rakat dalam pengelolaan kegiatan,
kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pasal S
PTITGAWASAN & PEMERIKSAAN

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan penataan
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan
atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kedua.

2- Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk {dalam hat teknis} dan atau perintah Direksi
Pekerjaan/ Pihalt' pertama.

3- Th.k Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekedaan yang tidak sesuai
dengan ketentu"an pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan
maupun ketentu ;rn teknis.

Pasal 6
JAITGI{A WAKTU PELAI$ANAAIY

Nomor

Tanggal

Pelcerjaan

waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam
Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai

g / V/ SARPRAS.DAK. SD/ SWW DPK-PS/ 20 1 g

20 MEI 2019

pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 12O (

saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019
ing Pihak Kedua.

Pasal 7
CARA PENYALURAN DANA

r€rn penyaluran dana sebagaimana dimaksud d.a]am Pasa-l 3 sebagai berikut :

Tahap l:25"h {Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pelaksana swakelola telah siap ;tntuk melaksanakan pekerjaan swakelola,

Tahap 1l : 45%o {Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabita
pekerjaan telah mencapai bobot 25o/o (Dua puluh lima perseratus),

Tahap III : 3o7o (Tiga putuh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 70% (Tujuh puluh perseratus),



Nomor

Tanggal

Pekerjaan

54 / V/ SARPRA*DAK. SD/ SWK/ DPK-PSI 20 1 g
20 MEI 201e
Rehabilitasi Ruang Guru SDMS foft) WII MUDIK

Bank

Imbayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Rekening : DAIT SDN 05 KOTO VIII MUDIK

: t902.g2ra.o6a27-2

: Bank ltagarl Capem Air HaJi

Rekening

pasal 8
PTI(ERJAAN TAMBAH KURANG

Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang mempakan penambahan
atau pengurang€rn pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintai tertulis dariPihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekeq'aan secarajelas.

Adanya pekedaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan rrntuk merubah vra-ktupelaksanaan pekerjaan kecuati atas persetujuan tertulis pihak pertama.

Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala kerugian Pihak pertama sebagai akibatperbuaten orang - orang yang dipekerjakannya-

Pasal 9
PTLAPORAIT

Pihak keriua w'ajib membual laporan seca-ra berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan /kemqjuan pekerjaan kepada pihak pertama.

Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat da,lam bentuk buku harian yang telahdisetujui oleh Pihak pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan
Pihak kedua 

"vqiib 
membuat dan menyerahkan kepada pihak pertama foto-foto kegiatan

beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkal oleh pihak Kedua kepadaPihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainyapelalsanaan peke4'aan, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,

Bukti setorar pajak,

Bukti teknis lainnya

2_

3-



Nomor

Tanggal

Pekerjaan

: 54/ V/ SARPRA*DAK.SD/ SWK/ DpK-pS/ Zo I s
: 2OMEI2O19
: Relnbilitasi tunng Garu SDjy OS KOTO WII MUDIK

pasal lO
SANKSI

Jika daiam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diiuar
batas kemampuan Pihak Ked.ua, maka Pihak Kedua segeia menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan
rtari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, rnaka pihak
Pertama secara sepihak dapat memu tu skan/ menghentikan pekerjaan tersebut.

Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada pihak
Kedua/penerima bantuan wajib mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 11
PA"'AN

l?irt {r"g.tiT!"I akibat dari petaksanaail kegiatan/pekerjaan wqiib dipungut dan
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai aengan peratu-ran perpajakan yang berlaku <ii
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
" F.ORCE IIA*IEURI

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekeg'aan yang
sedang beq'alan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan Aari nnat Kedua
seperti bencaaa alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase,
pemberontakan / demonstrasi.

Apabila te{adi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya datam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bulrti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (2l'maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari pihak Kedua tersebut.

Apabila permohotran tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterima/disetujui
.maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakal batal.



PTHAI( NEDUA,

Sclolah SDII OS I(OTO VIU

19630520 198603 2 006

Nomor

Tanggat

Peler.jaan

Dtkctahut Oleh,
Kepala Dlnas Peadidltaa daa

Kebudayaaa
I(abupaten Peslslr Selataa

H. ZULXIFLI.S.Pd.M.Pd
NrP. 19630730 198703 1 003

: 54/ V/ SARPRAS-DAK.SD/ SwKl DPK-PS/ zo1 9
: 2OMEI2A19
: Rehabil*asi)

PIHAI( PTRTAUA,

Kuasa Pengguna Anggaran

W,
JAT'RI. S.Pd

NIP. 19690530 199711 1 001

Qtru SDN O5 KOTO WII MUDIK

Pasal 13
PIITUTUP

I Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada
tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap B (delapan), 4 (empat)
diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
t hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas


